BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 188 / 13¢ TAHUN 2072

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL, KASUS KEJADIAN IKUTAN
PASCA IMUNISASI, KORBAN KEJADIAN LUAR
BIASA DAN PENDERITA PENYAKIT INFEKSI
EMERGING TERTENTU DI
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional,
Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian
Luar Biasa dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu maka Pemerintah Daerah perlu memberikan
bantuan biaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan
Operasional Kementriaan Pertahanan, Tentara Nasional
Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
menyatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi
peserta Jaminan Kesehatan Nasional tidak ditanggung oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal
82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan
pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun
rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk
tim pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;



Mengingat

d. bahwa guna menunjang  kelancaran pelaksanaan

1.

penyusunan Rancangan  Peraturan Bupati, perlu
membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Biaya
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional, Kasus Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi, Korban Kejadian Luar Biasa dan Penderita
Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Kabupaten
Sukoharjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);




S.

10.

11.

12.

13.

w

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Keschatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 165), sebagamana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pclayanan Keschatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
lentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);



Mcnctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Biaya Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat PenyandangMasalah Kesejahteraan
Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan
Nasional, Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban
Kejadian Luar Biasa dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu di  Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan
scbagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim scbagaimana dimaksud Diktum
KESATU adalah:

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan
Alas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021
tentang  Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang
Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kasus
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian Luar
Biasa dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di
Kabupaten Sukoharjo;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Yang Belum Mcenjadi Peserta Jaminan Keschatan Nasional,
Kasus Kcjadian lkutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian
Luar Biasa dan Pendcrita Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu di Kabupaten Sukoharjo;

¢. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Bantuan Biaya Pclayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Pcnyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Keschatan Nasional,
Kasus Kejadian Tkutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian
Luar Biasa dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu di Kabupaten Sukoharjo; dan

d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Scmua  biaya yang timbul scbagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022.



KEEMPAT

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

3.

kepada Yth. :
Sckretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Asisten Pemerintahan dan

Kescjahteraan  Rakyat  Sckretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharijo;

Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Inspektur Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Dacrah
Kabupatcen Sukoharjo di Sukoharijo;
Kepala Bagian Hukum Sckretariat
Dacrah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Tim yang bersangkutan.

S

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

(BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK BURYANI



Lampiran

Nomor
Tanggal

Keputusan Bupati Sukoharjo
:\8& / 136 THAUN 2022

. 16 teBRuARl 1022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 3

TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

BAGI MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL, KASUS KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISAS],
KORBAN KEJADIAN LUAR BIASA DAN PENDERITA
PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU

DI KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN

NO JABATAN DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4

1. Asisten Pemerintahan dan| Penanggung jawab Bertanggung jawab
Kesejahteraan Rakyat atas seluruh
Sekretaris Daerah Kabupaten kegiatan
Sukoharjo

2. Kepala Dinas Kesehatan Ketua Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo pelaksanaan

kegiatan

3. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah di bidang
Kabupaten Sukoharjo kesekretariatan

4. Kepala Badan Perencanaan, Anggota Bertanggung jawab
Penelitian Dan sesuai bidang
Pengembangan Daerah tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

S. Kepala Dinas Pengendalian Anggota Bertanggung jawab
Penduduk, Keluarga sesuai bidang
Berencana dan tugasnya
Pemberdayaan  Perempuan,
Dan  Perlindungan  Anak
Kabupaten Sukoharjo

6. Sekretaris Dinas Kesehatan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang

tugasnya

7. Kepala Kantor Layanan Anggota Bertanggung jawab
Operasional Kabupaten sesuai bidang
Badan Penyelenggara tugasnya

Jaminan Sosial Kesehatan
Sukoharjo




9.

10.

11.

14.

Ke pala

Kdeld

2

Bldang Pelayanan
Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo

Blddng
Masyarakat Dinas Keschatan
Kabupatcn Sukoharj()

chala Bldang Pemberdayaan

Perempuan Dinas
Pengendalian Penduduk,
Keluarga  Berencana  dan,

Pemberdayaan  Perempuan,
Dan Perlindungan Anak
deupaten Sukoharjo

chala Blddng Kesqahteraan
dan Perlindungan Anak Dinas

Pengendalian Penduduk,
Keluarga  Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan,
Dan  Perlindungan  Anak
Kabupaten Sukoharjo

lka Resta Bertyana, SH

NRP. 81969268

Kepala Unit Peclayanan
Perempuan dan Anak

K(,pohslan Resor Sukoharjo

Pipit RdfldedI‘l SE,MM
NIP.19770817199703 2004
Analis Kcuangan Pusat dan
Dacrah  Ahli  Muda pada
Badan  Kecuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Harjanti, SH
NIP.198001102005012 023
Perancang Pcraturan
Pcrundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum
Sckretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Kcschatan

3 4

Anggota Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

Anggota Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

Anggota Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

Anggota Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

Anggota Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

Anggota Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

Anggota Bertanggung jawab

sesuai
tugasnya

bidang




Sukoharjo

2
z

ETI

1| 2 3 4

15. | dr. Pudjo Nugroho SE Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19740912014061 001 | sesuai bidang

tugasnya

Fungsional pada Bidang
Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo

16. | dr. Aprilia Theresia NTP Anggota Bertanggung jawab
NIP.198104032011012 002 sesuai bidang

tugasnya

Fungsional pada Bidang
Pclayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo

17. | Agustina Sandramustika, Anggota Bertanggung jawab
S.Kep sesuai bidang
NIP.198608122010012 024 tugasnya
Pclaksana pada Bidang
Pclayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten

BUPATI SUKOHARJO, /

SURYANI



